








Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada 
ketidaksesuaian dalam persepsi kekerasan psikis. Bahwasanya guru melakukan 
suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk kebaikan anak, tetapi anak menanggapi 
perbuatan yang dilakukan guru tersebut merupakan sebuah paksaan sehingga 
anak merasa sakit hati dan kecewa dengan gurunya. Pihak sekolah juga 
melakukan upaya preventif dan juga represif untuk menanggulangi masalah 
apabila terjadi kekerasan di sekolah. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh 
pihak sekolah, tetapi masih ada anak yang mengalami kekerasan psikis di sekolah 
yang dilakukan oleh guru ataupun oleh temannya. 
Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah 
secara tegas mengatur mengenai sanksi yang diberikan bagi pelaku yang 
melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak sekolah masih lemah. 
Perlindungan hukum masih dikatakan lemah karena kurang adanya 
keterbukaan diri dari siswa kepada pihak sekolah serta pihak sekolah juga masih 
menganggap bahwa pendidikan yang dilatar belakangi dengan tindakan yang 









Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan penulis mengenai peran Sekolah 
Menengah Pertama Swasta di Kota Yogyakarta dalam Memberikan 
Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Psikis maka 
penulis memberi saran sebagai berikut: 
1. Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Yogyakarta yang menjadi sampel 
penelitian, walaupun sudah terdapat perlindungan hukum yang bersifat 
preventif maupun represif tetap saja harus ada upaya yang lebih untuk 
mencegah atau menanggulangi kejadian anak yang mengalami kekerasan 
di sekolah, baik itu secara psikis ataupun fisik, karena dalam hasil 
penelitian yang dilakukan oleh penulis masih terdapat siswa yang merasa 
kurang nyaman dengan kondisi di sekolah, terutama dalam hal gurauan.  
2. Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Yogyakarta dalam melakukan 
penyelesaian masalah terhadap siswa yang mengalami kekerasan di 
sekolah sebaiknya dilakukan layaknya sedang bercengkrama biasa, tidak 
langsung menanyakan mengenai masalah yang sedang dialami anak, 
karena hal tersebut dapat mengganggu psikis anak atau bahkan anak tidak 
mau berbicara sejujurnya mengenai kejadian sesungguhnya. 
3. Guru BK SMP Swasta di Kota Yogyakarta yang menjadi sampel penelitian, 
karena masih ada anak yang merasa bahwa gurauan yang dilakukan baik 






sharing di waktu dan jam tertentu, hal tersebut bisa saja membuat anak 
yang awalnya malu untuk bercerita kemudian terpancing untuk bercerita.  
4. Guru SMP Swasta di Kota Yogyakarta, ketika mengajak anak bercanda 
terkhusus jika gurauan tersebut mengarah ke hal yang sensitif, lebih baik 
gurauan tersebut untuk di kurangi, karena kita tidak mengetahui apakah 
gurauan tersebut membuat anak merasa tersinggung atau tidak.   
5. Orang Tua Siswa, dalam mengembangkan karakter anak, sebaiknya 
dilakukan dengan tegas, karena awal mula anak tumbuh dan berkembang 
itu didasarkan pada pendidikan informal, yaitu keluarga, sehingga jika anak 
tumbuh dari keluarga yang mendidik anak dengan baik, maka anak dapat 
berkembang dengan baik pula.  
6. Dinas Pendidikan, dalam menangani permasalahan yang terjadi di sekolah 
baik itu sekolah swasta ataupun sekolah negeri seharusnya memiliki prinsip 
yang sama dalam mengawasi dan juga mengontrol kegiatan di sekolah, 
serta dalam penyelesaian masalah, khususnya antara Dinas Pendidikan 
khususnya SMP dengan Yayasan dari SMP Swasta. 
7. Pemerintah, dalam menangani permasalahan kekerasan psikis yang terjadi 
terhadap anak, dibutuhkan pembuktian untuk mengetahui kondisi psikis 
anak. Sejauh ini pembuktian terhadap kekerasan secara fisik dapat 
diketahui dengan Visum et Repertum, pembuktian terhadap kondisi 
kejiwaan seseorang dapat diketahui dengan Visum et Repertum 






menggalami kekerasan ini belum ada, sehingga ada baiknya jika ada 
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